
 
 

v 
 

ABSTRAK 

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiki oleh masyarakat Indonesia. 

Hal tersebut saat ini diwujudkan dengan Program tersebut dinamakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu biaya yang ditanggung 

oleh peserta PTSL yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Namun, peserta PTSL tetap akan diterbitkan 

sertipikat apabila belum mampu membayar BPHTB dan memiliki tunggakkan 

PPh dengan membuat surat pernyataan BPHTB terutang dan surat keterangan PPh 

terutang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini: (1) 

Karakteristik Pensertipikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam 

pendaftaran tanah. (2) Dasar pengenaan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan 

Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Pensertipikatan 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) 

Karakteristik dari PTSL yaitu bersifat massal, inisiatif berasal dari Pemerintah dan 

pemegang hak atas tanah, biaya dalam PTSL sebagian besar ditanggung oleh 

Pemerintah melalui APBN atau APBD, pelaksana pendaftaran tanah dalam PTSL 

adalah Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota melimpahkan kewenangan kepada 

Panitia Ajudikasi, penandatanganan sertipikat dalam PTSL ditandatangani oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota, 

pengajuan permohonan pendaftaran tanah dalam PTSL yaitu Pemohon (calon 

peserta PTSL) datang ke posko pendaftaran PTSL,  jangka waktu pengumuman 

data fisik dan data yuridis dalam PTSL yaitu selama 14 hari. (2) Dasar pengenaan 

besarnya PPh dalam hal ini dikarenakan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yaitu jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Sedangkan dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP.  
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ABSTRACT 

Land Registration aims to provide legal certainty and legal protection for 

land rights owned by the people of Indonesia. This is currently realized by the 

Program called Complete Systematic Land Registration (PTSL), which is 

currently regulated in the Minister of Agrarian Regulation and Spatial Planning / 

Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete 

Systematic Land Registration. One of the costs borne by PTSL participants is the 

Income Tax (PPh) and the Acquisition Fee for Land and / or Building Rights 

(BPHTB). However, PTSL participants will still be issued a certificate if they have 

not been able to pay BPHTB and have arrears of income tax by making a 

statement of BPHTB owed and a statement of income tax payable. In this regard, 

the problems in this study are: (1) Characteristics of Complete Systematic Land 

Engagement (PTSL) in land registration. (2) The basis for the imposition of the 

amount of Income Tax (PPh) and the Obligation to Obtain Right to Land and 

Buildings (BPHTB) in a Complete Systematic Land Certification (PTSL). The 

results of this study are: (1) Characteristics of PTSL which are mass, initiatives 

originating from the Government and holders of land rights, costs in PTSL are 

mostly borne by the Government through the APBN or APBD, implementing land 

registration in PTSL is the Head of District / City Land Office authority to the 

Adjudication Committee, signing of certificates in PTSL signed by the Chairman 

of the Adjudication Committee on behalf of the Head of District / City Land 

Office, submission of land registration application in PTSL ie Applicant 

(prospective PTSL participant) comes to the PTSL registration post, period of 

announcement of physical data and juridical data in PTSL which is for 14 days. 

(2) The basis for the imposition of PPh in this case is due to the transfer of rights 

to land and / or buildings, that is the gross amount of the transfer of rights to land 

and / or buildings. While the basic imposition of BPHTB is NPOP. 
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